BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 700 / 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS PRIORITAS DAN RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2019

BUPATI DEMAK,

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah agar pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan dapat
berhasil guna dan berdaya guna, perlu disusun program
kerja pengawasan tahunan berbasis prioritas dan risiko
tahun 20109;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Kabupaten Demak
Tahun 2019,

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12,

13.

14.

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018

tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 20109;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018

tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor S5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak;

Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019,

MEMUTUSKAN:

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan
Risiko Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2019, dengan
uraian dan jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak







LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK

NOMOR 700 / 22 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUN BERBASIS
PRIORITAS DAN RISIKO INSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), diperlukan peran pengawasan internal pemerintah secara optimal
dan berkualitas. Melalui pengawasan intern dapat diketahui sejauhmana suatu
instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan
yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Pasal 17 ayat
(2) Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah (Bupati) terhadap Perangkat
Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Selain itu juga melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Desa.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019 pasal dalam rangka penguatan pembinaan dan
pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Pemerintah Daerah wajib
mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam
APBD, untuk mendanai Program/Kegiatan pembinaan dan pengawasan.
meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan meliputi:
1. Reviu RPJMD;
. Reviu RKPD;
. Reviu RKA OPD;
. Reviu KUA PPAS;
. Reviu LKPD;
. Reviu Laporan Kinerja;
. Reviu Penyerapan Anggaran;
. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa;
. Reviu DAK;
. Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah;
. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
. Pemeriksaan Serentak Kas Opname;
. Pemeriksaan Desa;
. Evaluasi SPIP;
. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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16. Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah,;

17. Monitoring dan evaluasi pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);

18. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK;

19. Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP;

20. Penyelesaian Kerugian Daerah;

21. Pendampingan dan Fasilitasi.

b. Pengawasan Prioritas Nasional meliputi:
1. Reviu Penyerapan Dana Desa;
2. Pemeriksaan Dana BOS;
3. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
4. Operasionalisasi Saber Pungli;
5. Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan

Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan.

¢. Pengawalan Reformasi Birokrasi meliputi:
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
2. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB);
3. Evaluasi Pelayanan Publik.

d. Penegakan Integritas, meliputi:
1. Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi;
2. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi;
3. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (RAD PPK);
. Verifikasi LHKASN;
. Penilaian Internal Zona Integritas
. Penanganan Benturan Kepentingan
. Penanganan Whistle Blower System.
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e. Non Pengawasan, meliputi:
1. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda);
2. Rapat Pemutakhiran TLHP;
3. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
4. Sosialisasi Pencegahan Korupsi;
5. Gelar Pengawasan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak,
Inspektorat Kabupaten Demak menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Tahun 2019 dengan obyek pengawasan: Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), Pemerintah Desa, Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan dan Pemerintah Desa dengan beberapa kegiatan pembinaan
dan pengawasan sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 35
Tahun 2018.

Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019 bertujuan
untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) serta pemerintahan yang bersih (clean government).



Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Demak
bersifat pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam
pelaksanaan pengawasan mengutamakan pembinaan, pembenahan dan
pencegahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik
dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi dengan
memilih prioritas sasaran pengawasan yang tepat dan relevan untuk diterapkan
sebagaimana sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Penetapan PKPT berbasis prioritas dan risiko Tahun 2019 bertujuan untuk:

1. Pedoman dalam melakukan penugasan pengawasan/pemeriksaan di
Pemerintah Kabupaten Demak

2. Mengatur jadual pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan di Pemerintah
Kabupaten Demak

3. Menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih
pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) lain.

II. PENGAWASAN

Pelaksaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
meliputi penyusunan rencana pengawasan, pelaksanaan dan hasil pengawasan,
untuk rencana pengawasan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT), untuk tahun 2019 ini rencana Pengawasan mencakup sasaran, fokus dan
kegiatan pengawasan yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Pemnyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2019, adapun secara rinci diurai sebagai berikut:

1. Sasaran Pengawasan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019,
sasaran pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah,;

2. pajak dan retribusi daerah;

3. hibah dan bantuan sosial;

4. pengadaan barang dan jasa;

5. perizinan dan non perizinan; dan

6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:
Capaian standar pelayan an minimal dan norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten.

2. Fokus Pengawasan
A. Pengawasan Umum, dengan fokus:
1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:

a. implementasi e-planning dan e-budgeting;

b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);

c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan
Daerah);

e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:

4. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribu si;

b. bagi hasil pajak daerah:

€. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan

sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:

a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan
sosial,

C. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.

4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:

a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;

b. implementasi e-procurment dan e-katalog; dan

c. kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

S. Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:

a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;

b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang,
analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin
lingkungan, dan SOP).

6. Perjalanan dinas, meliputi:

a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar
negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;

b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan

c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:
Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Inspektur Jendral
Kementrian Dalam Negeri Nomor 700 [435/A.2/1j tanggal 7 April 2017
bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Wajib melakukan dan
mengalokasikan anggaran secara memadai terhadap seluruh kegiatan
pengawasan yang sifatnya harus dilakukan (mandatory), adapun kegiatan
pengawasan tersebut antara lain:
a. Kinerja Rutin Pengawasan meliputi:

1. Reviu RPJMD;
. Reviu RKPD;
. Reviu RKA OPD;
. Reviu KUA dan KUPA PPAS;
. Reviu LKPD;
. Reviu Laporan Kinerja;
. Reviu Penyerapan Anggaran;
. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa;
. Reviu Dana Alokasi Khusus;
. Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah;
. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
. Pemeriksaan Serentak Kas Opname;
. Pemeriksaan Desa;
. Evaluasi SPIP;
. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
. Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah;
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17. Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP);
18. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK;
19. Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP;
20. Penyelesaian Kerugian Daerah,;
21. Pendampingan dan Fasilitasi.
b. Pengawasan Prioritas Nasional meliputi:
- Reviu Penyerapan Dana Desa;
. Pemeriksaan Dana BOS;
. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- Operasionalisasi Saber Pungli;
- Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan
Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan.
c. Pengawalan Reformasi Birokrasi meliputi:
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
2. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB);
3. Evaluasi Pelayanan Publik.
d. Penegakan Integritas, meliputi:
1. Penanganan Laporan Gratifikasi;
2. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi;
3. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (RAD PPK);
. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
. Penilaian Internal Zona Integritas;
. Penanganan Benturan Kepentingan;
- Penanganan Whistle Blower System.
e. Kegiatan Non Pengawasan, meliputi:
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah;
Rapat Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Sosialisasi Pencegahan Korupsi;
Gelar Pengawasan Daerah.
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4. Obyek Pengawasan
Obyek pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2019 yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Demak meliputi:

OBYEK PENGAWASAN TAHUN 2019
NO INSTANSI
I DINAS
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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OBYEK PENGAWASAN TAHUN 2019
NO INSTANSI
12. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kelautan dan Perikanan
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pariwisata

II | BADAN / LEMBAGA TEKNIS DAERAH
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah

RSUD Sunan Kalijaga

Sekretariat KPU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
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III | SEKRETARIAT DAERAH

IV | SEKRETARIAT DPRD

V | PUSKESMAS

VI | PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN
SMP di wilayah Pemerintah Kabupaten Demak
SD di wilayah Pemerintah Kabupaten Demak

VII | DESA ( Wilayah Kabupaten Demak )

Vil | BUMD

5. Indikator
1. Input
Input pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan terdiri dari Sumber
Daya Manusia dan Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
dan Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Demak. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Demak
adalah sebagai berikut:
1) Unsur Pimpinan  : Inspektur
2) Unsur Staf : Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang
membawahi 3 Subbag terdiri dari:
a) Sub Bagian Program dan Keuangan
b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3) Unsur Pelaksana : Inspektur Pembantu, terdiri dari :
a) Inspektur Pembantu Wilayah I,
b) Inspektur Pembantu Wilayah II,
c¢) Inspektur Pembantu Wilayah III,



d) Inspektur Pembantu Wilayah IV.

4) Pejabat Fungsional Pengawasan yaitu Pejabat Fungsional Auditor dan
Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah.

b. Segala bentuk biaya pengawasan Inspektorat Kabupaten Demak di

bebankan pada APBD Kabupaten Demak Tahun 2019,

2. Output
Capaian keluaran dari pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2019 bila disesuaikan dengan rencana kerja Inspektorat yang
dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran yang dijabarkan dalam
masing-masing tugas mandatory adalah berupa Hasil pelaksanaan
pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintah dilingkup
Pemerintah Kabupaten Demak diwujudkan dalam bentuk Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP). Adapun rencana penerbitan LHP/LHE/LHR dalam
Tahun 2019 secara kuantitatif sejumlah 129 dengan rincian pada setiap
pekerjaan tugas mandatory adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Reviu RPJMD, di Tahun 2019 ini tidak dilakukan;
2. Melaksanakan Reviu RKPD dengan target 2 LHR, yaitu reviu RKPD murni
dan Perubahan;
3. Melaksanakan Reviu RKA OPD dengan target 2 LHR yaitu reviu RKA
murni dan perubahan;
Melaksanakan Reviu KUA dan KUPA PPAS dengan target 2 LHR,;
Melaksanakan Reviu LKPD dengan target 1 LHR;
Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja dengan target 1 LHR;
Melaksanakan Reviu Penyerapan Anggaran dengan target 4 LHR;
Melaksanakan Reviu Penyerapan Anggaran dengan target 4 LHR;
Melaksanakan Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan
target 4 LHR;
10. Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus dengan target 3 LHR;
11. Melaksanakan Pemeriksaan reguler Perangkat Daerah dan Desa sejumlah
53 LHP;
12. Melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dengan target
sejumlah 5 LHP;
13. Melaksanakan Pemeriksaan Kas Opname serentak sejumlah 8 LHP;
14. Melaksanakan Pemeriksaan Desa dengan target tertuang pada
Pemeriksaan regular perangkat Daerah;
15. Melaksanakan Evaluasi SPIP dengan target 1 Laporan;
16. Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan
target 1 Laporan;
17. Melaksanakan Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah dengan target 42 LHE:
18. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) dengan target 1 Laporan;
19. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dengan target 2
Laporan;
20. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP dengan target 2
Laporan.
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b. Pengawasan Prioritas Nasional meliputi:
1. Melaksanakan Reviu Penyerapan Dana Desa dengan target 4 LHE;
2. Melaksanakan Pemeriksaan Dana BOS dengan target 3 LHP;
3. Melaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) dengan target 1 Laporan;
4. Melaksanakan Operasional Saber Pungli dengan target 2 Laporan;



5.

c. Pe

1

2.

3.

Melaksanakan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan dengan target 4 Laporan.

ngawalan Reformasi Birokrasi meliputi:

Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan
target 1 Laporan;

Melaksanakan Penanganan Pengaduan Masyarakat baik pada Perangkat
Daerah maupun Desa dengan target 30 LHP;

Melaksanakan Evaluasi Pelayanan Publik dengan target 1 Laporan.

d. Penegakan Integritas, meliputi:

P
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3.
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Melaksanakan Penanganan Laporan Gratifikasi dengan target 4 Laporan;

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi dengan

target 4 Laporan;

Melaksanakan Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dengan target 4 Laporan;

. Melaksanakan Verifikasi LHKASN dengan target 1 Laporan;

. Melaksanakan Penilaian Internal Zona Integritas dengan target
pengusulan perangkat Daerah sebagai WBK;

. Melaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan dengan target 1
Laporan;

. Melaksanakan Penanganan Whistle Blower System dengan target 1

Laporan.

e. Kegiatan Non Pengawasan, meliputi:

1

2.

3.

4.
S.

. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan target 1
Laporan;

Melaksanakan Rapat Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
dengan target 4 Laporan;

Melaksanakan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dengan target 10 Laporan;

Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dengan target 1 Kegiatan;
Melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah dengan target 1 Kegiatan.

3. Outcome
Capaian hasil dari pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun
2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Demak adalah tercapainya beberapa indicator kinerja program, sasaran dan
tujuan Inspektorat Kabupaten Demak antara lain:

a.

Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Kabupaten Demak adalah Prosentase

Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang

ditindaklanjuti, untuk Tahun 2019 memiliki target sebesar 85%.

Indikator Sasaran Inspektorat Kabupaten Demak adalah:

8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Target BB di
Tahun 2019;

9. Level Maturitas SPIP dengan Target Level 3 di Tahun 2019;

10. Level Kapabillitas APIP dengan target level 3 di Tahun 2019.

Indikator Program Inspektorat Kabupaten Demak diantaranya:

1. Prosentase Hasil Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP dengan
target 96% di Tahun 2019;

2. Prosentase Tenaga Pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang
pengawasan dengan target 97% di Tahun 2019,

3. Cakupan kebijakan system dan Prosedur pengawasan dengan target 100
% di Tahun 2019.



II.

V.

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan hasil yang kongkret dari
pengawasan,/ pemeriksaan, sehingga harus disusun secara obyektif, profesional,
independen, tidak mencari-cari kesalahan, efektif, mendidik/membina dan
dinamis.

Penyelesaiaan tindak lanjut dilaksanakan setiap bulan melalui kegiatan
evaluasi berkala temuan pengawasan, inventarisasi dan pemutakhiran data tindak
lanjut melalui interaksi secara langsung dengan obyek pemeriksaan dengan
harapan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/ rekomendasi
pemeriksaan;

b. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian; dan

c. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sama sekali.

PENUTUP

Fungsi pengawasan internal pemerintahan secara hakiki adalah untuk
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan
perundang-undangan serta melindungi kekayaan negara/daerah dari setiap upaya
penyimpangan.

Inspektorat Kabupaten Demak sebagai pelaksanaan pengawasan intern
Pemerintah Daerah harus mampu merespon secara signifikan sebagai
permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui program dan kegiatan yang
ditetapkan dalam satu Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa yang diaplikasikan melalui Program Kerja
Pengawasan Tahunan.

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan ini disusun untuk
digunakan sebagai pedoman.







